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BUDAYA BIROKRASI YANG SEHAT 

DAN PROFESIONAL

Wayan Gede Suacana

Sampai dengan saat ini bangsa kita masih dihadapkan kepada persoalan kompleks partikularisme dalam birokrasi. Hal ini makin mengindikasikan masih besarnya hambatan bagi upaya mewujudkan birokrasi yang sehat dan profesional. Padahal, dalam sidang tahunan 2002 lalu,  MPR telah memberikan perhatian khusus mengenai masalah ini dengan merekomendasikan kepada presiden untuk membangun kultur birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggung jawab. Birokrasi diharapkan dapat menjadi abdi negara, pelayan dan teladan masyarakat. Lalu, dalam kondisi demikian, masih adakah peluang dan strategi untuk mewujudkan budaya birokrasi yang sehat dan profesional ?

Proses reformasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia--termasuk didalamnya reformasi birokrasi sudah berlangsung lebih dari enam  tahun,  terhitung sejak pelengseran rezim Orde Baru dari tampuk kekuasaannya pada Mei 1998. Tetapi, tampaknya hingga kini belum banyak perubahan berarti dalam kinerja birokrasi kita, kendati sudah terjadi setidaknya tiga kali pergantian jabatan presiden. Praktek partikularisme (korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan primordialisme) tetap saja berlanjut bahkan semakin menggurita ke pelosok-pelosok daerah. 

Sederetan isu KKN, seperti skandal pembelian pesawat Cesna, skandal di sejumlah bank yang mengakibatkan kerugian negara hingga trilyunan rupiah, suap penerimaan CPNS di sejumlah instansi pemerintah, mark up dalam berbagai proyek pemerintah, hingga praktek money politics ikut memperkuat dugaan masih kuat dan banyaknya hambatan bagi upaya perbaikan kinerja birokrasi kita.

 Kenyataan ini tidak hanya telah menjadi bagian integral budaya dan prilaku birokrat, tetapi juga telah ikut menyeret bangsa ini ke dalam sebuah krisis yang bersifat menyeluruh, mendalam dan berkepanjangan. Masyarakat kita tampaknya kembali harus dihadapkan kepada persoalan besar,  kenapa partikularisme sebagai manifestasi empiris  patologi birokrasi justru semakian merebak. Padahal, dalam Sidang Tahunan 2002 lalu,  MPR telah memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Dalam sub bidang reformasi birokrasi yang merupakan hasil pembahasan MPR terhadap laporan pelaksanaan putusan MPR oleh Lembaga-lembaga Tinggi Negara diakui bahwa budaya birokrasi yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara sering merugikan bahkan menjadi beban masyarakat dan negara. Untuk itu direkomendasikan agar Presiden Megawati Soekarnoputri bisa membangun budaya birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggung jawab serta dapat menjadi abdi negara, pelayan dan teladan masyarakat.

( Berbagai Hambatan

Berbagai keluhan dan kritikan mengenai kinerja birokrasi bukanlah “barang” baru lagi, tapi memang sudah ada sejak jaman dulu. Hal ini karena birokrasi dalam kesehariannya lebih sering memanifestasikan dirinya sebagai sosok tambun dan lamban, mem-”pingpong”, berbelit-belit, tidak efisien, mempersulit, tidak adaptif, uang administrasi, penyelesaian bawah meja,  dan sebagainya. Kenyataan ini memunculkan ungkapan bernada minor yang sering dialamatkan pada kinerja birokrasi. “Kalau bisa diperlambat, kenapa harus dipercepat ?”  Atau, “Bila dapat diperpanjang, kenapa mesti diperpendek ?”, dan “Kalau dapat diperdayakan, kenapa harus diberdayakan ?”. 

Secara metaforis, birokrasi diidentikkan dengan “sarang laba-laba” yang bisanya hanya menangkap dan memangsa si (rakyat) kecil. Atau, sebagai “birokrasi jenggot” yang menggelantung dan mengakar ke atas (patron) bukan ke bawah (grass roots). Hal ini kemudian memunculkan berbagai julukan khas birokrasi, seperti: redtape, uang semir, white collar crime dan sebutan lainnya yang  secara langsung atau tidak ikut memperburuk citra birokrasi. 

Birokrasi kemudian lebih mencitrakan dirinya dengan kondisi empirik yang sangat buruk, negatif atau sebagai suatu penyakit (bureau pathology). Banyak sebutan yang diberikan untuk kondisi ini, seperti: Parkinsonian (big bureaucracy), Orwellian (peraturan yang menggurita sebagai perpenjangan tangan negara untuk mengontrol masyarakat) atau Jacksonian (bureaucratic polity). Birokrasi tidak lagi memberikan pengertian yang baik atau rasional (bureau rationality), seperti: birokrasi Hegelian dan Weberian. 

Dalam kondisi demikian, birokrasi hanya menjalankan tugas-tugas rutin administrasi, mengorbankan fleksibilitas dan diskresi terhadap peraturan karena ketergantungan pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Hal ini ditambah pula dengan keterlambatan dalam mengambil keputusan, serta gejala Parkinsonian dimana tiap pegawai berusaha sekuat tenaga meningkatkan jumlah bawahannya dan menciptakan tugas baru bagi dirinya yang sering diragukan arti dan manfaatnya.

Kondisi empirik tersebut secara akumulatif  telah meruntuhkan konsep birokrasi Weberian yang memfungsikan birokrasi untuk mengoordinasikan unsur-unsur dalam proses pemerintahan. Birokrasi hanya berfungsi sebagai pengendali, penegak disiplin, dan pemerintahan yang memainkan peranan kekuasaan yang sangat besar tetapi sangat mengabaikan fungsi pelayanan masyarakat. Akibat buruknya pelayanan birokrasi mendorong masyarakat untuk mencari jalan pintas dengan berkolusi dengan para pejabat  birokrasi untuk memperoleh pelayanan yang cepat. Situasi seperti ini pada gilirannya seringkali mendorong para pejabat birokrasi untuk mencari “kesempatan” dalam “kesempitan” agar mereka dapat menciptakan rente dari pelayanan berikutnya.

Sumber data Transparansi Internasional tahun 2003 menempatkan Indonesia pada level 6 terkorup dari 133 negara di dunia. Begitu juga survai yang dilakukan Political Economic Risk Consultancy (PERC) beberapa bulan lalu memosisikan negara kita sebagai negara terkorup di kawasan Asia. Bentuk dan modus korupsi pun kian beragam, menggurita dan menggerorogoti hampir semua lini pemerintahan. Mulai dari penyelewengan jabatan secara halus hingga pola-pola yang sangat transparan dan kasat mata. 

Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), dari 153 kasus korupsi yang menjadi sorotan publik dalam kurun waktu 6 bulan pertama 2004 ini telah mengakibatkan kerugian negara mencapai kisaran Rp. 20 triliun. Hasil temuan tersebut juga memperlihatkan dari 153 kasus korupsi yang ada, 67 % pelakunya adalah pihak eksekutif daerah. Perinciannya: pejabat dinas, seperti camat dan aparat desa/ kelurahan 25 %; pelaksana/ pimpinan proyek dan gubernur/ bupati/ wali kota dan wakilnya masing-masing 10 %; pimpinan lembaga/ badan usaha milik negara (BUMN) 8 %; caleg/ kader partai politik 4 %; direktur/ karyawan perusahaan swasta 3 %; ketua koperasi 2 %. Adapun 5 % sisanya dibagi secara merata masing-masing oleh pimpinan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), aparat keadilan, kepolisian, pimpinan lembaga swasta, dan petugas pelayanan umum. Sedangkan sisanya yaitu, 33 % pelakunya adalah anggota legislatif pusat dan daerah.

Berbagai variasi bentuk patologi yang kerap terjadi dalam birokrasi, antara lain: Pertama, bentuk korupsi yang paling banyak ditemui dalam hubungannya dengan penyalahgunaan fungsi monopoli dalam sektor publik adalah: uang pelicin, uang semir, suap, sogok, pungli, uang rokok, uang administrasi dan semacamnya. Jasa-jasa pelayanan dalam sektor publik termasuk keputusan-keputusan dan ijin-ijin yang dibuat selalu memiliki “nilai jual” karena permintaan melampaui suplai. Hal ini akibat prosedur resmi yang memakan waktu lama, mempingpong, berbelit-belit, mempersulit, impersonal, mahal serta cenderung menyelesaikannya di “bawah” meja atau lewat “pintu” belakang. 

Kedua, bentuk korupsi yang paling marak saat ini, yaitu kejahatan kerah putih (white collar crime), karena bersifat elitis, bermodalkan wewenang dan kepintaran. Seiring dengan implementasi UU No 22 tahun 1999, budaya korupsi yang telah ada dan terpelihara sejak masa Orde Baru, menemukan habitat barunya. Hilangnya fungsi pengawasan legislator, karena kolaborasi politisi di legislatif dengan birokrat telah menciptakan situasi kondusif bagi perkembangan korupsi dalam pemerintahan. Modus yang paling kentara adalah dengan membuat komposisi yang sangat tidak berimbang dengan me-mark up biaya rutin dan meminimalkan biaya pembangunan dalam APBD. 

Ketiga, budaya “gotong royong”, saling menolong dapat bermuara dalam bentuk sogok yang membuahkan nepotisme. Promosi pegawai atau penetapan calon legislatif beberapa waktu lalu cenderung tidak lagi mengikuti sistem merit dalam tradisi  Weberian. Tetapi lebih menunjukkan sistem patronase yang didasarkan pada “kedekatan” dan besarnya “tanda terima kasih” yang disiapkan seorang calon. Oleh karena itu, pengrekutan tidak hanya dilihat sebagai prosedur administrasi tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan pendapatan kepada keluarga, partai, dan patron lainnya.

Berdasarkan tujuan yang mendorong seorang pejabat birokrasi melakukan korupsi, maka dapat dibedakan dua bentuk korupsi. Pertama, korupsi politis merupakan penyelewengan kekuasaan yang lebih mengarah pada praktek politik “kotor”, nepotisme, klientelisme, money politics dan sebagainya. Kedua, korupsi material kebanyakan berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan dan sebagainya. Sedangkan, faktor-faktor psikologis yang mendorong tindakan korupsi para pejabat tersebut adalah seperti terlihat dalam tabel Rogow dan Laswell (dalam Kumorotomo, 1994) berikut:


Kehilangan
Tuntutan
Kegemaran (Indulgence)

Korupsi Politis
Penerimaan

Pengakuan

Persetujuan

Kecintaan
Kekuasaan

Respek

Pembenaran

Kasih sayang 

(afeksi)
Jabatan, bossisme

Penunjukkan, pemilihan

Pembenaran diri, 

superioritas moralis

Kepengikutan, klik



Korupsi Material
Kesenangan

Penghasilan

Kesempatan

Pendidikan
Kenyamanan (kesejahteraan)

Kekayaan

Keterampilan

Penerangan (penjelasan)
Kehidupan yang “kaya”

“Gaji”, suap, komisi

“Dagang”, manipulasi, promosi, 

kombinasi

Informasi “ke dalam”

Pengetahuan dini 

(foreknowledge), “tip”

Serangkaian permasalahan birokrasi tersebut muncul tidak terlepas dari fakta bahwa model dan strategi  pembangunan pada masa Orde Baru lalu lebih bercorak birokratik dan teknokratik yang kebanyakan bertumpu pada keahlian untuk mengimplementasikan program-program pragmatis dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara cepat. Untuk menjalankan model ini, pemerintah menerapkan kebijakan birokratisasi sebagai bagian integral dari paket modernisasi. Para perencana pembangunan yang terdiri atas para teknokrat membuat “blue print” pembangunan melalui Bappenas. Para pelaksana pembangunan, yaitu birokrasi di tingkat pusat hingga tingkat lokal adalah penganut setia diktum Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, yang menyatakan, “modernisasi niscaya membutuhkan birokrasi sebagai salah satu mesin penggeraknya”.

Apabila ditelusuri lebih jauh, patologi dalam birokrasi yang menjadikan kondisi birokrasi tidak efisien, adalah terletak pada struktur, sistem, prosedur dan perilaku para birokrat yang bersumber pada beberapa masalah pokok. Pertama, persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi, yang mengakibatkan bentuk patologi seperti: penyalahgunaan wewenang dan jabatan, menerima sogok, dan nepotisme. Kedua, rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, mengakibatkan produktivitas dan mutu pelayanan yang rendah, serta pegawai sering berbuat kesalahan. Ketiga, tindakan pejabat yang melanggar hukum, dengan ‘penggemukan’ pembiayaan, menerima sogok, korupsi dan sebagainya. Hal ini karena birokrasi jauh dari masyarakat dan cenderung menghindari kontrol masyarakat dan legislatif. Keempat, manifestasi prilaku birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif, seperti: sewenang-wenang, pura-pura sibuk, dan diskriminatif. Kelima, akibat situasi internal berbagai instansi pemerintahan yang berakibat negatif terhadap birokrasi, seperti: imbalan dan kondisi kerja yang kurang memadai, ketiadaan deskripsi dan indikator kerja, , sistem kontrol internal birokrasi yang sangat berlebihan dan sistem pilih kasih (spoils system).

( Peluang Perubahan

Menghadapi perubahan dan perkembangan ketatanegaraan yang berlangsung sangat cepat dalam enam tahun terakhir ini, yang juga memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat, maka mau tidak mau, suka tidak suka birokrasi harus mampu merevitalisasikan diri dan kembali pada ide awalnya. 

 Pengembalian citra birokrasi ke arah yang ideal, sudah pernah dianjurkan sebelumnya dengan sebutan yang berbeda,  seperti: “new public management” (Hood), “market based public administration” (Peters), “reinventing government” (Osborne dan Gaebler), “post bureaucracy” (Heckscher dan Donelon) dan “rengineering management” (Champy). Sudah saatnya diupayakan agar birokrasi memiliki ‘daya tahan’ yang semakin tinggi terhadap berbagai ‘penyakit’ yang menyerangnya. Berbagai perbaikan, bahkan transformasi juga diperlukan, sehingga patologi birokrasi yang sudah muncul tidak meluas dan bisa segera dieliminasi.

Di Amerika Serikat sendiri, sewaktu pemerintahan Presiden Bill Clinton, revitalisasi birokrasi pernah dilakukan dengan mengurangi jumlah pegawai negeri di tingkat federal. Bahkan pemerintahan Clinton saat itu sangat tertarik dan mencoba mengadopsi ide David Osborne dan Ted Gaebler yang memfokuskan pada penataan kembali peran birokrasi agar dapat merangsang pertumbuhan sektor swasta dan masyarakat luas. Menurut mereka, birokrasi harus mempunyai “enterpreneurial spirit”  yang antara lain berupa metode baru pemanfaatan sumber daya dalam rangka memaksimalkan produktivitas dan efektivitas.

Sementara itu, orientasi birokrasi juga kembali diarahkan kepada komitmen untuk  menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai secara cepat, tepat dan dengan biaya yang terjangkau (ekonomis). Kinerja birokrasi diarahkan untuk mewujudkan efisiensi dan bukan sebaliknya. Semua unsur pokok birokrasi mengacu pada upaya rasional untuk mengurus organisasi secara efektif dan efisien. Unsur pokok itu sedikitnya mencakup perlakuan yang sama terhadap semua orang (impersonal), pengisian jabatan atas dasar keahlian dan pengalaman, larangan penyalahgunaan jabatan, standar kerja yang jelas, sistem administrasi yang rapi, serta pengadaan dan pelaksanaan aturan bagi kepentingan organisasi dan mengikat bagi semua anggotanya.

 Peluang ke arah perubahan akan semakin lebar apabila aparat birokrasi tidak lagi melakukan partikularisme dalam sistem administrasi kepegawaian ataupun dalam menjalankan fungsinya sebagai “public servant”. Kontrak-kontrak kerja yang dibuat, apapun jenisnya harus dilaksanakan secara transparan, obyektif dan akuntabel, seperti dengan menenderkan secara terbuka dan fair agar setiap orang atau perusahaan yang berminat memiliki kesamaan peluang untuk dinilai kelayakannya untuk melaksanakan proyek itu. Dengan cara itu, peluang munculnya praktek KKN dan mark up yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan akan bisa dihindari.

Hal lain yang tidak kalah urgensinya adalah membuat birokrasi lebih adaptif terhadap perubahan dan dinamika masyarakat. Dengan begitu birokrasi akan lebih berpihak pada kedaulatan rakyat sehingga lebih mengutamakan kepentingan masyarakat secara profesional, proporsional dan efisien. Untuk sampai pada tataran ini, sekaligus untuk mengeliminasi citra negatif birokrasi, maka mendesak dilakukan reformasi dalam tubuh birokrasi.

Munculnya ide reformasi birokrasi tidak  semata didorong oleh adanya globalisasi, dikeluarkannya beberapa UU politik dan otonomi daerah, tetapi juga oleh tuntutan masyarakat  terhadap kelemahan birokrasi yang sudah tidak dapat ditolerir lagi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas, Kwik Kian Gie, bahkan pernah mengeluarkan otokritik yang cukup pedas terhadap kinerja birokrasi di hadapan perwakilan lembaga dan negara donor (CGI). Menurutnya, bangsa kita percuma menumpuk utang terus-menerus bila dana dari utang tersebut dikorup habis-habisan oleh aparat birokrasi. Mental birokrasi kita dikatakannya sudah ’korup sampai ke tulang sumsum’, sehingga tidak mungkin lagi mengefektifkan pinjaman luar negeri.

Namun, dalam perkembangan terakhir tampak ada komitmen dan upaya yang cukup berarti untuk memfungsikan kembali birokrasi secara proforsional dan profesional. Beberapa indikator yang menunjukkan gejala tersebut antara lain: Pertama, upaya rasional atas birokrasi Parkinson yang tambun (big bureaucyacy) dengan likuidasi dan pemergeran beberapa lembaga departemen dan non departemen yang dinilai tidak efektif. Kedua, debirokratisasi, penghilangan terhadap struktur biro-biro yang dianggap tidak efektif dan pemborosan. Ketiga, deregulasi atas birokrasi Orwellian, peraturan yang menggurita dan sentralistis, sudah lebih disederhanakan dan proporsional. Keempat, fungsionalisasi birokrasi ala Weberian menjadi signifikan dengan penggantian UU No. 5 th 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah dengan UU No. 22 th 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

Persoalannya, berbagai kritik masyarakat tetap saja bermunculan—termasuk cara dan strategi terbaik melakukan perubahan dalam kinerja birokrasi ke arah yang lebih sehat dan profesional. 

( Alternatif Strategi

Ada berbagai cara dan strategi yang bisa diusulkan untuk menyehatkan kinerja birokrasi agar bisa lebih profesional. Pertama, mengembalikan peran birokrasi dari “mengendalikan” menjadi “mengarahkan” dan dari “memberi” menjadi “memberdayakan” Dengan demikian birokrasi yang kerap dimaknai sebagai “master” atau “boss” yang selalu minta dilayani bisa dimaknai kembali hanya sebagai “alat pemerintah” yang bekerja untuk melayani kepentingan masyarakat. Kedua, menjaga netralitas birokrasi terhadap kekuatan politik dan golongan yang dominan sehingga betul-betul bisa berperan secara obyektif sebagai abdi negara dan masyarakat. Ketiga, mengubah sistem rekruitmen pegawai yang sebelumnya didasarkan pada “patronage system”, “spoil system” dan “nepotism” , dengan “merit system” atau “carier system”  sehingga terjamin peningkatan mutu, kreativitas, inisiatif dan efisiensi dalam birokrasi. Keempat, profesionalisasi aparatur dalam meningkatkan kualitas sumber dayanya harus menimbulkan integritas sebagai pelayan masyarakat yang memiliki akuntabilitas (accountability), responsibilitas (responsibility), responsivitas (responsivity), dan akseptabilitas (acceptability). Kelima, pemberdayaan masyarakat, melalui pembangunan infrastruktur politik yang dimaksudkan guna meningkatkan “bargainning position” masyarakat termasuk agar mampu melaksanakan perannya sebagai “social control” terhadap tindakan-tindakan birokrasi. Orsospol, LSM, mahasiswa, dan pers hendaknya tetap berkesempatan menyuarakan “pesan moral” dan “budaya malu” terhadap tindakan birokrat yang tercela.

Kontrak-kontrak kerja yang dibuat, apapun jenisnya semestinya dilaksanakan secara transparan, obyektif dan akuntabel, seperti dengan menenderkan proyek-proyek pembangunan secara terbuka dan fair agar setiap orang atau perusahaan yang berminat memiliki kesamaan peluang untuk dinilai kelayakannya dalam melaksanakan proyek itu. Dengan cara demikian, maka peluang munculnya praktek KKN dan mark up yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan akan bisa dihindari.

Birokrasi juga harus dibuat lebih profesional. Profesional berarti bahwa tidak ada “masalah” yang tidak dapat dipecahkan. Birokrat yang profesional selalu percaya diri (self confident) karena kemampuan memecahkan masalah (problem solving) yang selalu memihak pada kepentingan rakyat. Apabila diikuti definisi Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah pengejawantahan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, maka keberpihakan pada kepentingan rakyat mengacu pada yang terakhir. Kebebasan, keterbukaan dan kesamaan merupakan penjabaran pengertian pertama, sedangkan profesionalisme yang meliputi akuntabilitas, responsibilitas dan responsivitas adalah refleksi pengertian yang kedua.

Akuntabilitas birokrasi mengharuskan agar setiap tindakan yang dilakukan mesti dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang menjadi sumber mandat dan otoritas yang dimilikinya, yakni rakyat. Oleh karenanya, setiap birokrat harus mempunyai responsibilitas (rasa tanggung jawab internal) terhadap segala yang dilakukannya. Moral dan etika publik dipakai landasan setiap perilaku, berupaya mempertajam kepekaan sosial serta meningkatkan responsivitas (daya tanggap) terhadap kebutuhan dan tuntutan rakyat. Dengan demikian, birokrasi akan selalu membawa mandat publik ke arah pelayanan segala kepentingan rakyat. 

Dengan adanya komitmen, cara dan arah yang jelas, kita berharap apa yang direkomendasikan oleh MPR kepada Presiden seperti pada bagian awal tulisan ini dapat sesegera mungkin diimplementasikan bagi penyehatan dan peningkatan profesionalisme birokrat serta menumbuhkembangkan karakter dan kebijaksanaan mereka. Akhirnya, segala upaya tersebut pada hakekatnya juga untuk merealisasikan salah satu ajaran Bhisma kepada para Pandawa dalam Bharata Yudha: charitum shakyum samyagrajayadhi loukikam. Hanya orang berkarakter teguh dan bijaksana dapat memimpin pemerintahan secara baik dan bersih.
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